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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N 

Nomor 23 /Pdt.P/ 2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Negeri  Nganjuk  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata

dalam  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  Penetapan  sebagai  berikut  dalam

permohonan ;

RUDY WIBISONO, Umur, 31 tahun, , Pekerjaan Industri, bertempat tinggal di Rt.004

Rw.004  Dsn  Pandantoyo  Desa  Pandantoyo  Kecamatan

Kertosono  Kabupaten  Nganjuk  untuk  Selanjutnya  disebut

sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mengajukan  Permohonan  dalam  surat

Permohonan tanggal  21  Februari  2024 terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan  Negeri

Nganjuk tanggal 28 Februari 2024 dalam register perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Njk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih tahap sidang pertama dengan

agenda  pembacaan  permohonan  dan  Pemohon  yang  mengajukan  Permohonan

Pencabutan Permohonan secara tertulis tanggal 2 April 2024 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv)

ditentukan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon mengajukan pencabutan

Permohonan sebelum pemeriksaan persidangan,  sehingga pencabutan Permohonan

tersebut  adalah  sepenuhnya  hal  Pemohon,  karenanya  permohonan  pencabutan

Permohonan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Permohonan, maka

untuk pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yudisial,

haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri  Nganjuk untuk mencoret

perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  telah  selesai  karena  adanya

pencabutan permohonan, maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada

Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang

berkaitan dengan perkara ini;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan diajukan Pemohon ;

2. Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri  Nganjuk  untuk  mencoret

perkara ini dari buku register permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Njk ;

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon ditaksir sebesar  Rp 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus oleh Hakim tunggal pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh kami

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Penetapan mana diucapkan

dalam  persidangan  yang  terbuka  umum  pada  hari  dan  tanggal  tersebut  didampingi  oleh

ASVIRA DEWI,  S.H  Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri  Nganjuk  tersebut dihadiri

Kuasa Pemohon ;

               Panitera Pengganti                                                  Hakim 

         ASVIRA DEWI,S.H            DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

Perincian biaya :
Pendaftaran              Rp.    30.000,-
Biaya Pemerksaan/ATK   Rp.    75.000,-
Biaya Penggandaan           Rp.    15.000,-

    PNBP   Rp      20.000,- 
Redaksi           Rp.     10.000,-
Meterai                Rp.     10.000,- +

       Rp.  160.000,-(seratus enam  puluh ribu rupiah)
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